
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 

NOMOR  13 TAHUN 2012 
TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  TRENGGALEK, 

 

Menimbang   : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang  

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah,  retribusi penggantian biaya cetak peta 

termasuk salah satu jenis retribusi jasa umum yang 

menjadi kewenangan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Penggantian Biaya  Cetak Peta; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3934); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tinggkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 

Nomor 2 Seri C); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK 

dan 
BUPATI TRENGGALEK 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Trenggalek. 

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Trenggalek. 

5. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Trenggalek yang menyediakan dan/atau 

melaksanakan cetak peta. 

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas 

tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
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8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan 

besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan 

penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan 

atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah 

permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang 

datar dengan skala tertentu. 

10. Peta Foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari 

pemotretan atau pencitraan satelit. Peta Foto, antara lain 

foto udara hasil olah kreasi, citra satelit. 

11. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam 

dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan 

bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, 

penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. 

12. Peta Tematik adalah peta yang menggambarkan data 

dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi 

tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar. 

Peta Tematik, antara lain peta rencana pemanfaatan ruang, 

peta jalur transportasi, peta titik bendung, peta lingkungan 

hidup, peta zone geologi dan pertambangan. 

13. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi 

teknis pemanfaatan ruang tertentu misalnya peta kawasan, 

site plan, denah/landscape. 

14. Peta digital adalah peta rupa bumi hasil proyek ”digital 

mapping” yang seluruh tahapan produksinya menggunakan 

tehnik digital, mulai dari kompilasi foto udara pada alat 

fotogametri analitis, proses editing dan desain kartografi 

hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan. 


